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Abstract 

Task and Fungtion of The Land Deed Official in Transitional of Land Right Through 

Sale and Purchase Agrement to give legal certainty at Pangakapinang City in 

Province of Bangka Belitung. 

This research is titled Task and Fungtion of The Land Deed Official in Transitional 

of Land Right Through Sale and Purchase Agrement to give legal certainty at 

Pangakapinang City in Province of Bangka Belitung. The back ground of this 

research is because many peapole in Pangkalpinang don’t know the role of the land 

deed offical in transition of land right through sale and purchase agreement. The 

problem formulation of this research are 1. How is the role of the Land Deed Offical 

in transition of land right through sale and purchase agreement to give legal 

certainty? 2. What are the obstacles that the Land Deed Offical face when they do 

their role in transition of land right through sale and purchase agreement? The type 

of research is empiricial research that focus on the fact of what happen in the 

community. And the results are 1. The role of the Land Deed Official in  transitional 

of land right through sale and purchase agrement to give legal certainty is 

corresponding to the PP No 37 Year 1997 jo PP No 24 year 2016. 2. The obstacles 

that the Land Deed Offical face when they  do their role are (a)  difference of 

indentity in the land certificat,(b) lack of socialization from the goverment, (c) 

difference of the land size in the certificat. 

 

Keywords: Land Deed Official, Transitional of Land Right Through Sale and 

Purchase Agrement, legal certainty. 
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1. PENDAHULUAN 

 Bangsa Indonesia adalah 

suatu kesatuan wilayah yang terdiri 

dari bumi, air, dan ruang angkasa. 

Bumi dalam hal ini tanah 

merupakan karunia dari Tuhan 

Yang Maha Esa, sehingga tanah 

tersebut tidak hanya menjadi milik 

orang perorangan saja namun juga 

menjadi hak bangsa Indonesia. 

Hampir seluruh bidang dalam 

kehidupan bangsa sangat terikat 

dengan tanah seperti dalam bidang 

perkebunan dan juga pertanian. Hal 

ini sesuai dengan watak bangsa 

Indonesia itu sendiri yaitu bangsa 

yang berwatak argaris. Pentingnya 

pengunaan tanah dalam kehidupan 

masyarakat dan juga seiring dengan 

perkembangan waktu dan zaman, 

luas tanah di Indonesia semakin 

menyempit hal ini mengakibatkan 

banyak terjadinya peralihan hak 

milik atas tanah dengan jual beli, 

maka perlu adanya jaminan 

kepastian hukum atas peralihan hak 

milik atas tanah itu sendiri
1
.  

Kepastian hukum yang 

diberikan oleh Negara bagi warga 

Negara yang melakukan peralihan 

hak atas tanah karena jual beli 

adalah dengan meyediakan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah atau dikenal 

dengan sebutan PPAT. Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

Jo Peraturan Pemerintah No 24 

Tahun 2016 tentang Peraturan 

Jabatan Penjabat Pembuat Akta 

                                                           
1
Florianus S.P sangsun, 2008. Tata 

Cara Mengurus Sertifikat Tanah, 

Visimedia, Jakarta, hlm  1.  

Tanah Pasal 1 ayat (1) menjelaskan 

bahwa yang dimaksud  PPAT 

adalah pejabat umum yang 

diberikan wewenang untuk 

membuat akta- akta otentik 

mengenai perbuatan hukum tertentu 

yang berhubungan dengan hak atas 

tanah. Tugas dari PPAT itu sendiri 

kemudian dijelaskan dalam Pasal 2 

ayat (1) PP No 37 Tahun 1998 Jo 

PP No 24 Tahun 2016 yaitu 

melakukan sebagian dari kegiatan 

Pendaftaran tanah yaitu dengan 

membuat akta sebagai tanda telah 

dilakukanya perbuatan hukum 

tertentu mengenai hak atas tanah, 

yang kemudian akta itu sendiri 

menjadi dasar bagi pendaftaran 

perubahan data pendaftaran tanah 

yang diakibatkan oleh perbuatan 

hukum itu sendiri.  

Berdasarkan penjelasan 

Pasal 2 ayat (1) PP No 37 Tahun 

1998 Jo PP No 24 Tahun 2016 

tentang tugas pokok PPAT maka 

setiap perbuatan hukum yang 

berhubungan dengan bidang tanah 

dan hak atas tanah harus dilakukan 

di hadapan PPAT, dengan tujuan 

agar PPAT dapat menerbitkan akta 

sebagai bukti bahwa telah terjadi 

perbuatan hukum dan dapat 

dijadikan dasar untuk pendaftaran 

peralihan hak atas tanah yang 

disebabkan oleh perbuatan hukum. 

Akta yang diterbitkan oleh PPAT 

juga berfungsi sebagai sumber 

pemeliharaan data pendaftaran 

tanah dimana akta itu menjadi dasar 

pendaftaran perubahan data 

pendaftaran tanah yang diakibatkan 

oleh perbuatan hukum itu. Oleh 
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karena itu peran atau tugas PPAT 

sangatlah penting. 

Pangkalpinang adalah 

Ibukota Provinsi Bangka Belitung. 

Kota Pangkalpinang memiliki luas 

wilayah seluas 118,40 KM
2
. 

Pangkalpinang saat ini sedang 

mengalami perkembangan dan 

kemajuan ekonomi terutama di 

bidang perdagangan. Perkembangan 

dan kemajuan ini tentu membawa 

banyak dampak positif bagi 

masyarakat dan juga pemerintah 

daerah. Perkembangan ekonomi ini 

tidak terlepas dari berbagai macam 

masalah, salah satunya adalah di 

bidang pertanahan. Sebagai 

contohnya adalah perolehan tanah 

berdasarkan jual-beli yang dapat 

menyebabkan timbulnya sertifikat 

ganda. Hal ini tentu mulai memicu 

kesadaran masyarakat akan 

pentingnya jaminan kepastian 

hukum akan hak milik atas tanah 

yang mereka peroleh berdasarkan 

jual-beli.   

Tugas dan fungsi PPAT 

sangat penting untuk memberikan 

jaminan kepastian hukum untuk hak 

milik atas tanah yang diperoleh 

berdasarkan peralihan hak atas 

tanah karena jual beli menjadi 

sangat penting. Ini juga berkaitan 

dengan tujuaan dari pembentukan 

UUPA yaitu meletakan dasar-dasar 

untuk memberikan kepastian 

hukum dan perlindungan hukum 

mengenai hak-hak atas tanah bagi 

seluruh rakyat Indonesia.  

Untuk mencapai tujuan 

tersebut maka diselengarakan 

kegiatan pendaftaran Hak Atas 

Tanah yang diatur dalam Pasal 19 

ayat (1), yang menyatakan bahwa:  

“Untuk menjamin 

kepastian hukum oleh pemerintah 

dilakukan pendaftaran tanah 

diseluruh wilayah Indonesia 

menurut ketentuan-ketentuan yang 

diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.” 

 

Berdasarkan ketentuan 

Pasal 19 ayat (1) UUPA kepastian 

hukum yang dimaksud dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Kepastian mengenaik subjek 

hukum hak atas tanah ( 

orang/badan hukum) 

2. Kepastian mengenai objeknya 

(letak, batas, luas tanah) 

3. Kepastian mengenai status hak 

atas tanah yang menjadi 

landasan hubungan hukum 

antar tanah dengan orang/badan 

hukum
2
. 

Permasalahan yang 

diteliti dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan tugas 

dan fungsi PPAT dalam 

peralihan hak milik atas tanah 

karena jual-beli guna 

memberikan kepastian hukum? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi 

PPAT dalam peralihan hak 

milik atas tanah karena jual-

beli guna memberikan 

kepastian hukum? 

 

                                                           
2
 R. Soeprapto, 1986, UUPA Dalam 

Praktek, Mitra sari, Jakarta, hlm. 322. 
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Tujuan dari penulisan 

hukum ini adalah untuk:  

1. Mengetahui pelaksanaan tugas 

dan fungsi  PPAT dalam 

peralihan hak milik atas tanah 

karena jual beli untuk 

memberian kepastian hukum. 

2.  Mengetaui kendala yang 

dihadapi PPAT dalam 

peralihan hak milik atas tanah 

karena jual beli untuk member 

kepastian hukum. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini 

merupakan jenis penelitian hukum 

empiris. Penelitian hukum empiris 

merupakan penelitian yang 

berfokus pada fakta social, dan 

penelitian ini memerlukan data 

primer sebagai data utama dan data 

sekunder sebagai data pendukung. 

Lokasi penelitian ini 

dilakukan di Kota Pangkalpinang 

Provinsi Bangka Belitung. Metode 

pengumpulan data yang digunakan 

yaitu dengan wawancara, studi 

kepustakaan. Responden penelitian 

ini adalah PPAT Amorawati, S.H., 

Sp.N dan PPAT Dita Rahmasari, 

S.H., Mk.N. penelitian ini juga 

mengacu pada narasumber yaitu 

dari Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kota Pangkalpinang. 

Analisis data dilakukan 

dengan membaca, 

mengkualifikasikan, dan 

menafsirkan sehingga mendapatkan 

gambaran akan masalah yang 

diteliti. Proses berpikir yang 

digunakan secara deduktif yaitu 

berawal dari hal yang umum ke 

yang khusus, yang berarti ketentuan 

perundang-undangan untuk ditarik 

kesimpulan mengenai pelaksanaan 

tugas dan fungsi PPAT dalam 

peralihan Hak Milik Atas tanah 

untuk memberikan kepastian 

hukum. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

a. Kondisi Perekonomian Kota 

Pangkalpinang. 

Sejak dinyatakan sebagai 

Ibu Kota Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung pada 9 (Sembilan) 

Februari 2001 Undang–Undang 

Nomor 27 Tahun 2000., Kota 

Pangkalpinang menjadi pusat 

pembangunan, perdagangan dan 

perindustrian di Bangka Belitung. 

Dengan wilayah geografis yang 

strategis dengan wilayah laut yang 

luas dibandingkan dengan wilayah 

daratanya memungkinkan untuk 

sector perikanan untuk memberikan 

pemasukan Kota Pangkalpinang. 

Selain itu banyak tanah atau daratan 

kering yang digunakan sebagai 

lahan atau tempat untuk melakukan 

penambangan timah yang 

merupakan salah satu pemasukan 

yang besar bagi Pendapatan Daerah 

Kota Pangkalpinang. Namun 

seiring dengan perkembangan 

waktu jumlah timah yang ada 

semakin menipis, yang 

mengakibatkan sebagian besar 

pengusaha atau penambang timah 

beralih ke usaha perkebunan seperti 

lada, kelapa sawit dan karet.  
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Berdasarkan deskripsi di 

atas meyebabkan banyak terjadinya 

transaksi jual beli tanah untuk 

berbagai kepentingan dan menurut 

PPAT Dita Rahmasari, S.H, M.Kn 

sebagian besar transaksi jual beli 

tanah di Kota Pangkalpinang 

dilakukan untuk keperluan 

perkebunan seperti lada dan kelapa 

sawit. Hal ini menujukan bahwa 

transaksi jual beli tanah atau 

peralihan hak milik atas tanah 

karena jual beli di kota 

Pangkalpinang sangat tinggi. 

Sehingga peran dan tugas dari 

PPAT itu sendiri menjadi sangat 

penting, karena dengan PPAT 

melaksanakan tugas dan perannya 

dengan baik maka kepastian hukum 

dalam tarnsaksi  peralihan hak milik 

atas tanah karena jual beli dapat 

tercapai. Tercapainya kepastian 

hukum ini maka para pihak yang 

terlibat dalam transaksi tersebut 

juga dapat perlindungan hukum 

karena PPAT telah melaksanakan 

tugas dan perannya.   

b.  Pelaksanaan tugas dan fungsi 

PPAT dalam peralihan hak 

milik atas tanah karena jual 

beli. 

 PPAT adalah pejabat 

umum dan bukan pejabat 

pemerintah. Yang dimaksud dengan 

pejabat umum adalah orang yang 

diangkat oleh instansi yang 

berwenang dengan tugas untuk 

melayani masyarakat umum di 

bidang atau kegiatan tertentu. PPAT 

sebagai pejabat umum mempunyai 

tugas untuk melaksanakan sebagian 

kegiatan pendaftaran tanah yang 

dilaksanakan membuat akta 

mengenai perbuatan hukum yang 

berkaitan dengan hak atas tanah, 

dan akta yang dibuat adalah akta 

otentik.  

Tugas PPAT ini diatur 

dalam Pasal 2 PP Nomor 37 Tahun 

1998 yang menyatakan bahwa tugas 

PPAT adalah melaksanakan 

sebagaian kegiatan pendaftaran 

tanah dengan membuat akta sebagai 

bukti bahwa telah dilakukannya 

perbuatan hukum terntentu 

mengenai hak atas tanah atau hak 

milik atas satuan rumah susun, yang 

akan dijadikan dasar bagi 

pendaftaran perubahan data 

pendaftaran tanah yang diakibatkan 

oleh perbuatan hukum itu. Akta 

yang dibuat oleh PPAT sebagai 

bentuk pelaksanaan tugasnya adalah 

akta otentik yang dibuat sebagai 

bukti bahwa telah terjadi suatu 

perbuatan hukum terhadap tanah. 

Akta yang dibuat oleh PPAT yang 

merupakan akta otentik ini 

merupakan salah satu bentuk 

pemberian kepastian hukum bagi 

masyarakat yang melakukan 

peralihan hak milik atas tanah 

melalui jual beli. 

Namun berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan 

terhadap responden, dapat diketahui 

bahwa tugas dan wewenang PPAT 

dalam peralihan hak milik atas 

tanah karena jual beli tidak hanya 

membuat Akta Jual Beli untuk 

membantu melaksanakan sebagian 

tugas pendaftaran tanah oleh Kantor 
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Pertanahan. PPAT tidak haya 

membuat Akta Jual Beli (AJB) 

PPAT juga memiliki peran untuk 

memeriksa kelengkapan dokumen-

dokumen yang menjadi syarat 

utnuk membuat akta jual beli, yang 

tujuannya adalah untuk 

memberikan kepastian hukum 

sebgaimana yang diatur dalam 

Pasal 19 ayat (1) UUPA. Kepastian 

hukum yang dimaksud dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kepastian mengenaik subjek 

hukum hak atas tanah ( 

orang/badan hukum) 

2. Kepastian mengenai objeknya 

(letak, batas, luas tanah) 

3. Kepastian mengenai status hak 

atas tanah yang menjadi 

landasan hubungan hukum antar 

tanah dengan orang/badan 

hukum. 

Dengan PPAT 

melaksanakan tugas dan peran 

sebagai seorang PPAT dengan baik, 

maka PPAT telah menjalankan 

fungsi dengan baik dimana fungsi 

seorang PPAT adalah 

melaksanakan pelayanan terhadap 

masyarakat. 

4. KESIMPULAN 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis yang dikemukakan 

dalam bab sebelumnya dapat 

ditarik  kesimpulan bahwa 

Pelaksanaan tugas  dan fungsi  

PPAT untuk menjamin kepastian 

hukum di Kota Pangkalpinang 

Provinsi Bangka Belitung telah 

sesuai dengan kententuan 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 1998 Jo Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2016 adalah melaksanakan 

sebagaian kegiatan pendaftaran 

tanah dengan membuat akta 

sebagai bukti bahwa telah 

dilakukannya perbuatan hukum 

terntentu mengenai hak atas 

tanah atau hak milik atas satuan 

rumah susun, yang akan 

dijadikan dasar bagi pendaftaran 

perubahan data pendaftaran 

tanah yang diakibatkan oleh 

perbuatan hukum itu. 

 Berdasarkan tugas 

tersebut maka PPAT telah 

melaksanakan fungsinya yaitu 

membantu kepala Kantor 

Pertanahan Kota Pangkalpinang 

dalam pelaksanaan kegiatan 

pendaftaran peralihan hak milik 

khususnya karena jua lbeli. 

Selain itu dengan PPAT 

melaksanakan tugas dan 

fungsinya tersebut juga telah 

memberi kepastian hukum bagi 

para pihak baik penjual maupun 

pembeli. 

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi 

PPAT dalam peralihan hak 

milik karena jual beli untuk 

memberikan kepastian hukum 

mendapat beberapa kedala 

yaitu Banyaknya peralihan 

hak milik atas tanah yang 

terjadi dengan transaksi 

dibawah tangan sehingga 

menyulitkan PPAT dalam 

melaksanak pembuatan akta 

PPAT. 
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b. Perbendaan identitas para 

pihak, contohnya adalah 

perbedaan ejaan. Perbedaan 

identitas ini dapat diatasi 

denga surat keterangan dari 

kelurahan. 

c. Perebedaan ukuran tanah 

yang ada dalam sertifikat 

dengan luas tanah yang 

sebenarnya. 

d. Kurang sosialisai yang 

dilakukan oleh Kantor 

Pertanahan Kota 

Pangkalpinag bagi 

masyarakat tentang 

pentingnya akta PPAT dalam 

peralihan hak milik atas tanah 
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